
Pencabutan Pemusatan Tempat PPN Terutang
No. SK :

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan sesuai Lampiran huruf F Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 

11/PJ/2020;

2. Surat Pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang memuat: a. nama, alamat, dan NPWP 

Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipilih sebagai Tempat 

Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang; b. nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada 

Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan;

3. Surat kuasa khusus dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh kuasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat 

Pajak Pertambahan Nilai terutang dan memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan 

Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

2. Cara Pengajuan: Pengusaha Kena Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala 

Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala KPP Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi Tempat 

Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap.

Dalam hal jangka waktu 14 (empat betas) hari keija terlampaui, permohonan pencabutan pemusatan 

dianggap memenuhi persyaratan dan keputusan pencabutan pemusatan diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Image not found or type unknown

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara

Jalan Ruhui Rahayu No. 1 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860721 

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 21:27. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://pajak.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8227044/direktorat-jenderal-pajak/pencabutan-pemusatan-tempat-ppn-terutang


1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan 

Nilai Terutang

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245 

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 

4. Twitter: @kring_pajak 

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 

6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan 

Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya
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